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Penelantaran Dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap
Perempuan: Suatu Telaah Melalui Pendekatan Mata Kuliah Hukum
dan Jender[1] Oleh : Rika Saraswati Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Abstrak Diskriminasi
terhadap perempuan terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia.
Upaya mencegah terjadinya diskriminasi secara langsung dan
tidak langsung telah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa
PBB) dengan menerbitkan Konvensi Penghapusan segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan Convention on the Elimination
of All Forms Discrimination against Women/CEDAW).
Diskriminasi membawa akibat pada perempuan menjadi korban
kekerasan, baik di ranah public maupun privat. Salah satu
upaya Pemerintah Indonesia untuk menghapus kekerasan terhdap
perempuan di ranah privat adalah menerbitkan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Melalui
UU tersebut para mahasiswa diperkenalkan penyebab, jenis
dan pelaksanaan penegakan hukumnya, khususnya kekerasan yang










dan kekerasan terhadap perempuan, serta UU tersebut
dilakukan melalui mata kuliah hukum dan jender. Kata
kunci: Penelantaran, diskriminasi, hukum dan jender A.
Latar Belakang Tulisan ini bermaksud membahas persoalan
penelantaran dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap
perempuan melalui pendekatan hukum dan gender sebagai suatu
mata kuliah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa di Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika
Soegijapranata diberi materi perkuliahan agar mereka belajar
untuk mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan serta
menganalisa masalah-masalah yang mendiskriminasi perempuan di
dalam dan dimuka hukum sehingga mahasiswa memiliki
perspektif dan keberpihakan terhadap perempuan yang mengalami
diskriminasi di hadapan hukum. Persoalan diskriminasi terhadap
perempuan dalam pemenuhan dan persamaan hak-hak perempuan
telah lama disuarakan oleh para feminis Indonesia bahkan
jauh sebelum Convention on the Elimination of All Forms









1979. Tuntutan terhadap hak-hak perempuan tersebut kemudian
diwujudkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan
tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu" . Upaya untuk mencegah dan
mengurangi terjadinya diskriminasi telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi CEDAW di tahun 1984
dan mengeluarkan kebijakan serta membuat berbagai peraturan
perundang-undangan nasional yang terkait dengan hak asasi
manusia, hak- hak asasi anak dan kelompok rentan. Hal
tersebut menunjukkan bahwa telah banyak instrument hukum
yang melindungi perempuan dan kelompok rentan lainnya,
termasuk anak, akan tetapi praktik diskriminasi terhadap
perempuan dan anak masih sering terjadi. Penyebab
diskriminasi terhadap perempuan diyakini karena adanya
perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan
gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi
persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai
ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap
kaum perempuan. Menurt Mansour Fakih (1999)
ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk
11 14 15 34
1 10 11 14 15









ketidakadilan, seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan
ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam
keputusan politik, pembentukan stereotipe atau pelabelan
negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang
dan lebih banyak (burden) Perbedaan gender inilah di
dalam banyak hal telah memunculkan ketidaksetaraan gender
dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki.
B. CEDAW: Mempersoalkan Gender dan Hukum 1. Gender dan
Hukum Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki
maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
Misalnya: perempuan dikenal lemah-lembut, emosional, cantik
dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat,
rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat tersebut
sebenarnya tidak mutlak, sehingga dapat terjadi laki-laki
bersifat emosional dan keibuan, sedangkan di sisi lain
ada perempuan yang rasional, kuat dan perkasa. Perubahan ciri
dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke
waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih,1999).
Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara
manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses
yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya
perbedaan-perbedaan gender dikarenakan banyak hal, diantaranya
dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara













sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui
proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap
ketentuan Tuhan-seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa
diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan
dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan,
misalnya: masyarakat sering menganggap bahwa "kodrat wanita"
adalah mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan
dan keindahan rumah tangga atau urusan domestic (Mansour
Fakih, 1999) Contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa "kodrat
perempuan" itu halus, posisinya di bawah laki-laki,
melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan
sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk
diperlakukan semena- mena, termasuk dengan cara kekerasan
(Ita F Nadia, 1998). MacKinnon (1984) menyatakan bahwa
hukum merupakan seperangkat aturan yang terdiri dari
undang-undang, lembaga dan aparatur yang ditetapkan dan
ditegakkan oleh orang-orang yang berkuasa (yang biasanya
adalah laki-laki). Orang-orang yang berkuasa ini dapat
membuat hukum melalui definisi-definisi (misalnya, dengan
membuat kerangka acuan perkawinan, kekerasan, zina), status
yang diberikan (dengan menetapkan peran tertentu, seperti
peran suami dan istri dalam hubungan pernikahan, pejabat









memberdayakan individu atau kelompok tertentu). Mengingat
hukum dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya pembuatnya
maka hal ini yang akan menyebabkan hukum menjadi tidak
netral. Hukum selama ini dianggap sebagai seperangkat
peraturan yang 'netral' karena tidak memihak. Gagasan
demikian terkenal dengan netralitas hukum; akan tetapi
gagasan ini telah merugikan perempuan yang pada dasarnya
memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki- laki karena
perbedaan gendernya tersebut. Gagasan ini semakin menciptakan
ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan
hukum (hal ini akan dibahas dalam sub bab selanjutnya).
Untuk mencegah agar perempuan tidak mengalami diskriminasi
dan ketidakadilan di muka dan di dalam hukum maka hukum
harus dirancang dengan mengacu pada pengalaman perempuan.
Hal ini pula yang mendasari Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengeluarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW). Deklarasi CEDAW menegaskan bahwa
kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan
historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan
perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi
terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan
bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan









ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi
laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam relasi antar
manusia baik dalam ruang publik maupun domestik. 2.
Prinsip-Prinsip dalam CEDAW Konvensi ini tidak mengikat
secara hukum, akan tetapi mengikat secara moral pada
negara-negara peserta, termasuk Indonesia yang telah
meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang
Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Perempuan, yang dimaksud
dengan diskriminasi adalah: Setiap pembedaan, pengucilan,
pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau
menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya
oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas
dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan Persamaan
antara laki-laki dan perempuan dalam Konvensi ini tidak
hanya pada akses terhadap hak asasi manusia yang sama
bagi perempuan tetapi juga persamaan terhadap manfaat atau. pada
hasilnya (equality of acces, equality of opportunity and
equality of result). Persamaan ini tidaklah menghilangkan










khusus bagi perempuan karena ada perbedaan biologis atau
kodrati antara perempuan dan laki-laki, adanya perbedaan
perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian
pada perempuan dan ada perbedaan kondisi dan posisi antara
perempuan dan laki-laki di mana perempuan ada dalam
kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami
diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan
diskriminasi di masa lalu dan karena lingkungan, keluarga
dan masyarakat yang tidak mendukung kemandirian peempuan
(Achie Sudiarti Luhulima, 2006). Adanya kekhususan tersebut
tetap harus diberlakukan untuk menjamin manfaat dan hasil
yang sama mengingat situasi atau konteks yang dihadapi
oleh peremuan dan laki-laki yang berbeda. Situasi dan
kondisi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki ini
tentunya harus dipertimbangkan karena perempuan selama ini
telah dibedakan (didiskriminasi) tidak hanya karena jenis
kelaminnya melainkan juga atas dasar identitas/statusnya,
seperti: kelas, budaya, agama, pendidikan, umur, kemampuan
fisik serta orientasi seksualnya. Berdasarkan hal tersebut,
Konvensi Perempuan menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan
untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang
merugikan hak dan kedudukan perempuan di dalam hukum,









Konvensi adalah prinsip persamaan substantive, prinsip non
diskriminasi dan prinsip kewajiban negara. Prinsip pertama
adalah persamaan substantive yang harus dilaksanakan
Pemerintah dengan cara mengambil langkah berupa
kebijakan-kebijakan dan peraturan yang merealisasi hak-hak
perempuan dengan mengatasi adanya perbedaa, kesenjangan atau
keadaan yang merugikan perempuan. Selain itu juga perlu
dilakukan tindakan berupa perubahan lingkungan yang mendukung
perempuan agar memiliki kesempatan dan akses yang sama,
serta menikmanti manfaat yang sama seperti halnya laki-laki
di semua aspek kehidupan, termasuk di dalam hukum.
Prinsip kedua adalah non-diskriminasi. Prinsip ini terjabarkan
dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi sebagaimana tersebut di
atas. Kata kunci 'pengaruh' dan 'tujuan' dalam Pasal 1
Konensi digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Suatu peraturan
perundang- undangan dibuat mungkin tidak dimaksudkan untuk
meniadakan penikmatan hak perempuan, akan tetapi apabila
memiliki pengaruh atau dampak yang merugikan perempuan, baik
untuk jangka pendek maupun jangka panjang, maka aturan
tersebut telah mendiskriminasi perempuan. Berdasarkan Konvensi
ini, yang tidak dianggap sebagai diskriminasi adalah langkah









kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki- laki,
dan mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan
perempuan (affirmatice action atau temporary special
measures), termasuk perlindungan kehamilan dan kehamilan
sebagai fungsi sosial (hal ini diatur di dalam Pasal 4
ayat 1 dan 2 Konvensi Perempuan). Sebaliknya, suatu
tindakan yang proaktif, seperti melarang perempuan keluar
malam atau melakukan jenis pekerjaan tertentu dapat
dianggap sebagai tindak diskrimminasi karena dalam jangka
panjang dapat bertentangan dengan kepentingan perempuan (Achie
Sudiarti Luhulima, 2006: 88). Konvensi dalam hal ini
mengakui adanya bentuk diskriminasi yang dialami perempuan
tidak saja yang sifatnya langsung (tujuannya diskriminatif)
tetapi juga mencakup diskriminasi tidak langsung
(ketentuannya netral tetapi ketika diterapkan pengaruhnya
tetap saja diskriminatif). Prinsip ketiga adalah kewajiban
negara. Melalui prinsip ini maka negara memiliki kewajiban
untuk menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan,
serta menjamin hasilnya. Pasal 2 Konvensi Perempuan
mewajibkan negara untuk mengutuk dan melarang segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-
undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya, menegakkan









nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya,
serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap
tindakan diskriminasi, serta mencabut semua aturan dan
kebijakan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap
perempuan. Pasal 3 Konvensi juga mewajibkan negara agar
melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, dengan
cara mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya
laki-laki dan perempuan yang mendiskriminasi. Langkah ini
ditempuh dengan tujuan untuk menghapus prasangka, kebiasaan,
segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas
atau superioritas salah satu jenis kelamin atau karena
adanya peran stereotype bagi laki-laki dan perempuan (Pasal
5 ayat 1 Konvensi Perempuan). Selain itu, negara juga
memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan
keluarga yang memberi pengertian yang tepat mengenai
kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggungjawab bersama
laki-laki dan perempuan untuk membesarkan anak- anak mereka
dan meletakkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai
pertimbangan utama (Pasal 5 ayat 2 Konvensi Perempuan).
Kehadiran Konvensi ini melalui berbagai langkah afirmatif di
Indonesia turut mendorong kemunculan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU PKDRT). UU PKDRT









perempuan yang sering menjadi korban kekerasan di dalam
rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya, dalam hal
ini adalah suaminya, atau kekerasan yang dilakukan oleh
orangtua terhadap anak-anaknya, baik perempuan atau laki-laki.
3. UU PKDRT Melalui mata kuliah hukum dan gender dengan
titik perhatian dan pembahasan pada UU PKDRT maka
mahasiswa diberi pemahaman mengenai: latar belakang
pembuatannya, pengertian, faktor penyebab kekerasan, jenis
kekerasan dan persoalan yang dihadapi ketika korban
melaporkan kasusnya. a) Latar belakang pembuatan Mahasiswa
perlu mendapat pemahaman bahwa Rumah tangga seharusnya
adalah tempat yang aman dan berlindung bagi seluruh
anggota keluarga karena dibangun oleh suami-istri atas dasar
ikatan lahir batin dan ada kewajiban untuk saling
mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan
lahir batin Akan tetapi dalam kenyataannya, kekerasan dalam
rumah tangga dengan korban kebanyakan perempuan dan
anak-anak sering terjadiperempuan banyak yang menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah
melalui pertimbangan dibuatnya UU PKDRT. Pertimbangan tersebut
menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam
rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan









adalah untuk melindungi perempuan yang kebanyakan menjadi
korban. Untuk mendukung pernyataan ini maka data mengenai
perempuan yang menjadi korban kekerasan juga perlu disampaikan.
b) Pengertian kekerasan dalam rumah
tangga Menurut Pasal 1 UU PKDRT sebenarnya adalah: Setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 2 UU PKDRT,
lingkup rumah tangga dalam Undang- Undang ini
meliputi:suami,istri dan anak, orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga karena hubugan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
dan atau mereka yang berkerja membantu rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut. dalam jangka waktu selama
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Undang-undang ini
dibentuk tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan
saja, melainkan untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi.
Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak
hanya perempuan, baik yang dewasa dan anak-anak, melainkan
juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya saja
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selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. c)
Faktor penyebab kekerasan Mahasiswa juga diberi pemahaman
bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat
diidentifikasi karena faktor gender dan patriarkhi, relasi
kuasa yang timpang dan role modelling (perilaku hasil
meniru) (Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 1998:5). Gender
dan patriarkhi seperti yang sudah dibicarakan akan
menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki
dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada
kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk
mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan
bahwa seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi
dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki
berpeluang melakukan kekerasan. Hal tersebut disebabkan kultur
di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak
kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi
sehingga masyarakat tidak boleh ikut campur. Dengan
berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga
disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah
tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah
menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut










tangga. Selain dipengaruhi budaya yang didominasi laki-laki,
kekerasan terhadap perempuan di dalam KDRT antara lain
disebabkan karena: Pertama, pemahaman tafsir teks-teks agama
yang rata-rata masih bias laki-laki yang memunculkan budaya
patriakhal yang menempatkan laki-laki pada kedudukan yang
lebih tinggi dari perempuan dan mengakui superioritas
laki-laki di atas perempuan. Sebagai kepala keluarga,
laki-laki mempunyai otoritas yang besar dalam pengambilan
keputusan dalam keluarga (domestik) serta berperan dalam
kehidupan sosial (publik). Sehingga dibenarkan apabila
laki-laki (suami) mengontrol perempuan (istri), dengan alasan
mendidik atau alasan lain yang bersifat apologik bahkan
melakukan tindakan represif seperti pemukulan. Kedua, mitos
KDRT. Mitos ini diyakini sebagai sebuah kebenaran. Misalnya:
KDRT jarang dan tidak mungkin terjadi; rumah tangga
adalah urusan pribadi, sehingga yang ada didalamnya bukan
urusan orang lain dan; tindakan kekerasan adalah bukti
cinta dan kasih saying. Ketiga, KDRT terjadi sebagai
tindakan yang paling efektif dan ampuh untuk mengakhiri
konflik antar pasangan. Atau secara psikologis, sebagai
bentuk komunikasi dengan cara pemberian sugesti untuk
melemahkan mental pasangan; Keempat, idiologi harmoni.









dambaan setiap orang, oleh karena itu istri yang baik
adalah yang manut pada suami, nrimo, sabar dan bisa
menutupi keburukan-suaminya walau si suami berprilaku kasar.
Konflik dalam rumah tangga diyakini hanya bersifat
sementara, hal yang biasa dan kalau terjadi konflik antara
suami istri pasti akan kembali harmonis lagi (Rudi
Harnoko, 2010: 186- 187). Pemahaman terhadap faktor-faktor
penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu
mahasiswa untuk menganalisis suatu kasus dari sudut pandang
relasi gender dan aspek hukum karena kekerasan berbasis
gender berbeda dengan kekerasan biasa. Kekerasan berbasis
gender merupakan kekerasan yang yang terjadi karena
keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih
rendah dibandingkan laki-laki. a. Jenis kekerasan Kekerasan
yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU
PKDRT meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan
seksual dan penelantaran rumah tangga.
Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU PKDRT adalah:
"perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit atau luka berat" .
Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis
menurut Pasal 7 UU PKDRT adalah: "perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
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hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan
atau penderitaan psikis berat pada seseorang" .
Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan
psikis adalah sebagai berikut: menghina, mengancam atau
menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak,
mengisolir istri dari dunia luar. Kemudian,
yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah:
"pemaksaan hubungan seksual yang
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah
tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap
salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang
lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu"
. Pengertian penelantaran rumah tangga
menurut Pasal 9 UU PKDRT adalah "menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut" . Penelantaran
tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. C.
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskriminasi terhadap
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perempuan di muka Hukum Sumber: BKBH Unika Soegijapranata,
2015 Berdasarkan kasus tersebut maka mahasiswa dapat
menganalisis dua hal, yaitu: relasi kuasa di antara kedua
pihak yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga berupa penelantaran dalam rumah tangga dan relasi
kuasa antara perempuan korban dengan sistem hukum. adapun
penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Relasi kuasa suami
dan istri dalam rumah tangga Undang-Undang PKDRT tidak
dapat dipisahkan dengan Undang- Undang Perkawinan 1974 (UU
Perkawinan) dan peraturan pelaksana yang terkait dengan
mereka yang bekerja di instansi pemerintah, yaitu PP 10/
81 yang telah diperbaharui melalui PP 45/90. UU
Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri adalah sama
dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan di
masyarakat. Mereka berdua memiliki kewajiban dan hak dalam
hal bekerja, dan untuk membantu, dan saling membantu.
Undang-undang mengatur tanggung jawab suami dan istri
berdasarkan peran gender mereka. Bagi para feminis
Indonesia, UU Perkawinan mencerminkan dominasi laki-laki dan
negara atas perempuan karena mendefinisikan seorang suami
sebagai 'kepala keluarga' dan seorang istri sebagai ibu
rumah tangga. Konsep masing-masing peran suami dan istri









berlanjutnya subordinasi perempuan terhadap laki-laki dalam
pernikahan. Misalnya, wanita yang sudah menikah tidak pernah
dianggap sebagai 'pencari nafkah utama' melainkan hanya
sebagai pencari nafkah tambahan. Apabila salah satu pihak
tidak mampu memenuhi kewajiban berdasarkan peran sebagai
kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga tersebut maka
pihak yang lain dapat membawa masalah ini ke pengadilan.
Ketidakmampuan memenuhi kewajiban seseorang dapat dikategorikan
sebagai pengabaian pihak lain karena undang-undang telah
menentukan tanggung jawab masing-masing pihak kepada pihak
lain. Apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan
kedua pihak dan menghendaki perceraian maka para pihak
harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk bercerai. .
Undang-undang ini juga mengatur ketentuan hidup
(pemeliharaan) untuk istri yang diceraikan melalui Pasal-pasal
seperti Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 1974,dan Pasal 8
PP 10/83 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 8 PP 10/1983, jika
suami adalah pegawai negeri yang mengajukan gugatan cerai,
ia harus memberikan dua pertiga penghasilannya kepada mantan
istri dan anak-anaknya (atau setengah menjadi istri jika
tidak ada anak). Kewajiban ini harus dipenuhi sampai









perempuan atau orang lain yang pasangannya bukan pegawai
negeri dan yang meminta perceraian akan kehilangan hak
untuk pemeliharaan, dengan pengecualian dibuat hanya jika
permohonan perceraian disebabkan oleh poligami. Sebagai
seorang wanita yang diceraikan oleh seorang pegawai negeri
pria, R berhak untuk mendapatkan sepertiga dari gaji
mantan suaminya seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 PP
10/83, meskipun dalam pelaksanaannya memerlukan perjuangan
karena penolakan suami untuk membayar kewajiban sebagai
suami yang menceraikan istrinya. 2. Relasi Kuasa antara
Korban dengan Sistem Hukum Ketika R melaporkan kasus
penelantaran ke polisi, ia mengalami kesulitan karena
perbedaan perspektif di antara para penegak hukum, polisi
dan jaksa, yang menganggap bahwa penelantaran yang
dialaminya kurang alat bukti. Petugas berpendapat bahwa R
tidak mengalami penelantaran. Petugas Kejaksaan memerlukan
bukti 'kuat' untuk meyakinkan para hakim bahwa penelantaran
telah menjadikan korban sebagai wanita miskin - itu
berarti ia harus memberikan bukti meyakinkan bahwa ia
dalam kesulitan keuangan, misalnya kekurangan uang, kekurangan
makanan sehari-hari dan berada dalam kondisi sangat buruk.
Polisi berpendapat bahwa semua unsur pengabaian dalam Pasal









dan suami harus dituntut sesuai. Unsur-unsur pengabaian
terpenuhi ketika seorang suami gagal memenuhi tuntutan
undang-undang, yaitu, bahwa "... menurut hukum dan perjanjian,
orang [pria] memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan
dasar atau untuk menjaga anggota keluarga" . Undang-undang yang
disebutkan dalam Undang- Undang ini adalah Undang-Undang
Perkawinan 1974 (Undang-Undang Perkawinan 1974) yang
menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi istrinya uang
saku hidup; pelanggaran kewajiban ini memberikan pihak yang
terkena hak untuk menuntut (dalam proses perdata) dan
/ atau pihak yang lalai dituntut (dalam proses pidana)
. Dalam mengungkapkan dan melaporkan kasusnya kepada
atasannya di tempatnya bekerja, R berharap untuk
mendapatkan keadilan dan suaminya akan mendapatkan sanksi
administratif. Akan tetapi, tidak hanya suaminya yang
dihukum melainkan R juga mendapatkan hukuman berupa sanksi
administrative-sanksi yang didasarkan Pasal 3 (17) dan 19
(17) PP No 53/2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Pasal 3 (17) dan 9 (17) menyatakan sanksi untuk
diterapkan oleh pejabat mengikuti aturan yang ditetapkan
oleh otoritas yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 (17) ketika pelanggaran memiliki dampak negatif









ini telah menunjukkan bahwa bias gender masih terjadi
karena korban diperlakukan sama dengan pelaku kekerasan
dalam rumah tangga. Berdasarkan kasus di atas maka
mahasiswa memahami bahwa perempuan sebagai korban kekerasan
dalam rumah tangga mengalami diskriminasi ketika mencari
keadilan bagi dirinya. Sistem hukum yang ada ternyata
belum sepenuhnya mendukung dan melindungi terpenuhinya hak-hak
perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. D.
Kesimpulan Upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya
diskriminasi telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan
meratifikasi CEDAW di tahun 1984 dan mengeluarkan kebijakan
serta membuat berbagai peraturan perundang-undangan nasional
yang terkait dengan hak asasi manusia, hak-hak asasi anak
dan kelompok rentan, salah satunya adalah UU PKDRT. UU
PKDRT ini diperkenalkan kepada mahasiswa di Prodi Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi melalui mata kuliah
Hukum dan Jender agar mereka memahami penyebab kekerasan
dalam rumah tangga, jenis kekerasan, dan pelaksanaan
penegakan hukumnya. Melalui itu semua maka mahasiswa dapat
mengetahui bahwa sistem hukum dalam penegakan hukum kasus
kekerasan dalam rumah tangga, khsuusnya terhadap perempuan
tidak berpihak kepada korban karena ada relasi kuasa yang
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----------------------- 1.0 inch Box 1: Seorang istri (R),
bekerja di instansi pemerintah, mengalami kekerasan dalam
rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga. Suaminya juga
bekerja di instansi pemerintah. Sebelum suami bekerja,
istrinya yang membiayai sekolah suaminya tersebut. Setelah
bekerja, suaminya tidak pernah memberi nafkah lahir karena
gajinya selalu minus karena banyak hutang dan judi.
Selama perkawinan, suaminya juga pernah menjalin dengan
seorang wanita. Atas perilaku suaminya, R melaporkannya ke
atasan dan mengekspose ke media. Tidak tahan dengan
perilaku suaminya yang tidak berubah, R melaporkan suaminya
ke polisi atas penelantaran rumah tangga, dan mengajukan
perceraian. Pengadilan Agama menyetujui permohonannya dan
memerintahkannya untuk membayar tunjangan hidup kepada R,
tetapi suaminya bersikeras untuk tidak membayarnya kepada
mantan istrinya. R melaporkan situasi itu kepada atasannya,
namun atasannya tidak dapat melakukan apa pun, dengan
mempertahankan bahwa itu adalah hak mantan suaminya untuk
menolak memberikan gajinya kepada mantan istrinya tanpa
alasan apa pun. Respons polisi terhadap laporannya positif,
akan tetapi proses hingga ke pengadilan sangat lambat
karena pihak jaksa menganggap bahwa tidak ada bukti kuat









kesulitan keuangan untuk makan sehari-hari. Keduanya telah
dipindahkan ke pengadilan negara bagian lain di kota-kota
kecil yang berbeda. Sanksi ini adalah sanksi berat sesuai
dengan Pasal 3 (17) dan 19 (17) PP No 53/2012
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